
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 

 
 

NOMOR  14                                TAHUN   2007                                    SERI D 

=============================================================== 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

 

NOMOR  14  TAHUN   2007 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PEMBENTUKAN  

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang   :  a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa, perlu adanya 

peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam 

merencanakan, menggerakan partisipasi masyarakat  dan pelaksanaan 

pembangunan; 

 

  b. bahwa ketentuan yang mengatur lembaga kemasyarakatan di desa 

sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 

72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b diatas, perlu mengatur Peraturan Daerah tentang Pedoman 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa; 

 

Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 



  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 

  6. Peraturan  Pemerintah   Nomor 72 Tahun 2005  tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang Pedoman, 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

  8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga 

Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain; 

       

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

 KABUPATEN SUMEDANG 

dan 

BUPATI SUMEDANG, 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI 

DESA. 

    



BAB  I 

 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang. 

 

3. Bupati adalah Bupati Sumedang. 

 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 

 

6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang di wilayah kerjanya. 

 

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

 

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur  penyelenggara Pemerintahan 

Desa. 

 

11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang 

bersangkutan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang. 

 

12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama 

Kepala Desa. 

 



13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. 

 

14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja 

pelaksanaan Pemerintah Desa. 

 

15. Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan 

unsur pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wilayah dusun. 

 

16. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah 

Desa dalam memberdayakan  masyarakat. 

 

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga 

yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan 

Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan. 

 

18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang 

dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh 

Desa dan Kelurahan. 

 

19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah 

wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan 

Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di 

bidang pembangunan. 

 

20. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK 

adalah Gerakan Nasional yang tumbuh dari dan untuk masyarakat dengan perempuan 

sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju, 

dan mandiri. 

 

21. Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda di bidang 

kesejahteraan sosial yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, terutama generasi 

mudanya serta melibatkan seluruh generasi muda di Desa/Kelurahan yang secara 

fungsional dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. 

 

22. Lembaga Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LINMAS adalah 

komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara ditingkat Desa/Kelurahan 

yang berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil 

akibat malapetaka. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

 

TATA CARA PEMBENTUKAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan 

desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. 

 

(3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 

a. Rukun Tetangga (RT); 

b. Rukun Warga (RW); 

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (LPMD); 

d. PKK; 

e. Karang Taruna; 

f. Lembaga-lembaga lain sesuai kebutuhan. 

 

(4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan dengan Peraturan Desa yang tata cara pembentukannya mengacu pada 

ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

BAB III 

 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 3 

 

Maksud Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yaitu untuk memelihara dan melestarikan 

nilai-nilai kegotong-royongan, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara 

optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu 

pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat. 

 

Pasal 4 

 

Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam, membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat. 



BAB IV 

 

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN 

 

Bagian Kesatu 

Tugas 

 

Pasal 5 

 

(1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam    Pasal 2 mempunyai tugas 

membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat 

desa. 

 

(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 

b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan 

pembangunan secara partisipatif; 

c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya 

masyarakat; 

d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat. 

 

Bagian Kedua 

Fungsi 

 

Pasal 6 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga 

Kemasyarakatan mempunyai fungsi: 

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; 

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam 

kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; 

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengelola pembangunan serta pemanfaatan, 

pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasif; 

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya 

gotong royong masyarakat; 

f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan 

g. pemberdayaan hak politik masyarakat. 

 

 

 



Bagian Ketiga 

Kewajiban 

 

Pasal 7 

 

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban: 

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait; 

c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan; 

d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan 

e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan. 

 

 

BAB V 

 

KEPENGURUSAN 

 

Bagian Kesatu 

Susunan Pengurus 

 

Pasal 8 

 

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota 

masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam 

pemberdayaan masyarakat. 

 

(2) Susunan  dan  jumlah  pengurus  Lembaga Kemasyarakatan  sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan. 

 

(3) Susunan pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dipilih atas prakarsa masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat desa setempat. 

 

(4) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. 

 

(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bakti 

pengurus ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

 

 

 



Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

 

Pasal 9 

 

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut : 

a.  Ketua sebagai Pimpinan dan Penanggungjawab; 

b.  Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan Penyelenggara Administrasi; 

c.  Bendahara sebagai Penyelenggara Administrasi Keuangan; 

d.  Bidang/Seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan. 

 

 

BAB VI 

 

TATA KERJA 

 

Pasal 10 

 

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui: 

a. peningkatan pelayanan masyarakat; 

b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 

c. pengembangan kemitraan; 

d. pemberdayaan masyarakat;dan 

e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat 

setempat. 

 

Pasal 11 

 

Pengaturan mengenai tata kerja lembaga kemasyarakatan diuraikan lebih lanjut dalam 

Peraturan Bupati 

 

BAB VII 

 

HUBUNGAN KERJA 

 

Pasal 12 

 

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat 

kemitraan, konsultatif dan koordinatif, yang pengaturannya diuraikan lebih lanjut dalam 

Peraturan Bupati. 

 

 



BAB VIII 

 

SUMBER DANA 

 

Pasal 13 

 

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari: 

a. swadaya masyarakat; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi; 

d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; 

e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

 

BAB IX 

 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 14 

 

Lembaga Kemasyarakatan yang saat ini ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan 

berakhirnya masa jabatannya. 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 16 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 38  Tahun  2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2003 serta 

Peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Pasal  17 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 25 Juni 2007   

                           

BUPATI SUMEDANG, 

 

Cap/ttd 

DON MURDONO 

 

 

 

Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal  25 Juni 2007 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 

Ttd 

 

ATJE ARIFIN ABDULLAH 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

TAHUN    2007    NOMOR   14     SERI  D 

 

 
 

 

 


